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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan beberapa variabel 

independen yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

yaitu, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, dan anggaran berbasis kinerja di 

Kabupaten Temanggung. Sampel dalam penelitian ini adalah aparatur daerah di 24 

OPD Kabupaten Temanggung yang diambil menggunakan teknik purposive 

sampling dan diperoleh 114 kuesioner yang dapat diolah. yang dapat diolah. 

Berdasarkan Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh 

Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Anggaran Berbasis Kinerja terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung” adalah sebagai 

berikut : 

1. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Temanggung. Hal 

ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dituntut untuk memberikan 

informasi yang handal, apabila sistem pelaporan yang dimiliki 

pemerintah tidak baik maka informasi yang dihasilkan dapat 

menyesatkan masyarakat yang memiliki kepentingan. Dengan sistem 

pelaporan yang handal maka dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah.  

2. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Temanggung. Hal 
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ini menunjukkan bahwa dengan pengendalian akuntansi yang handal 

dan dilakukan dengan baik maka informasi akuntansi yang diperoleh 

akan semakin valid dan dapat digunakan dalam mengambil keputusan. 

Dengan adanya informasi akuntansi yang valid maka akan menambah 

kepercayaan para stakeholder yang pastinya akan meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

3. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Temanggung. 

Penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik, diharapkan dapat 

menjadi evaluasi baik dari segi ekonomi,efisiensi dan efektivitas atas 

target yang ditetapkan dan menjadi perbaikan untuk periode 

selanjutnya. Dengan adanya anggaran berbasis kinerja yang efektif 

maka dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  

Sesuai dengan kesimpulan di atas, hasil penelitian ini mendukung semua 

hipotesis yang disusun sehingga dengan demikian tujuan penelitian tercapai dan 

hasil penelitian konsisten dengan penelitian – penelitian sebelumnya. Berdasarkan 

uji koefisien determinasi nilai adjusted R2 = 0.692 yang berarti bahwa 69,2% 

variabel-variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh 

sistem pelaporan (X1), pengendalian akuntansi (X2), dan anggaran berbasis kinerja 

(X3), sedangkan 30,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. 

Hasil pengujian sejalan dengan hipotesis yang membuktikan bahwa ketiga 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh 
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terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika dikaitkan dengan masalah 

yang sudah dijelaskan pada latar belakang penelitian, maka penelitian ini dapat 

dijadikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan 

akuntabilitas kinerjanya. Perlunya penyajian laporan keuangan yang handal serta 

penyajian informasi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum serta 

dapat dipahami oleh penggunanya. Lalu adanya otorisasi dari pihak yang 

berwenang dengan didukung bukti transaksi yang valid dan sah serta dicatat dalam 

buku catatan akuntansi dan adanya pemisahan batasan wewenang serta tanggung 

jawab yang jelas dalam menjalan kan aktivitas organisasi dan laporan keuangan 

juga direview dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala subbagian 

keuangan/akuntansi sebelum didistribusikan. Perlunya penyajian program dan 

kegiatan dengan jelas dan terdapat pemisahan antara lembaga kontrol dan lembaga 

pengguna anggaran sehingga pengguna anggaran berfokus pada tanggung 

jawabnya atas output baik volume, waktu pengerjaan maupun kualitasnya serta 

melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan baik terhadap capaian 

ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Apabila ketiga hal tersebut dapat diterapkan 

dengan baik maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang 

tentunya juga akan meningkatkan penilaian Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). 

5.2. Keterbatasan 
 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat keterbatasan. 

Keterbatasan tersebut antara lain : 
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1. Kesulitan dalam mengumpulkan kembali kuesioner yang telah disebar 

dikarenakan kesibukan responden.  

2. Subjek penelitian ini terbatas pada aparatur pemerintah di OPD 

Kabupaten Temanggung, sehingga akan terdapat perbedaan hasil 

penelitian dan kesimpulan apabila dilakukan pada subjek penelitian 

yang berbeda. 

5.3. Saran 
 

 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan, maka saran 

yang dapat dikemukanan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya pada saat melakukan penyebaran 

kuesioner lebih memperhatikan waktu penyebaran kuesioner, agar 

kuesioner yang diberikan tidak terlalu lama di kantor OPD dan 

tertumpuk dokumen lain. 

2. Bagi pihak aparatur pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi saran dalam meningkatkan sistem pelaporan, pengendalian 

akuntansi, dan anggaran berbasis kinerja dalam akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah sehingga capaian kinerja setiap OPD dapat 

meningkat sehingga nilai SAKIP juga dapat meningkat.  
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